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KEMENPERIN. Industri dan Mutu. Minuman
Beralkohol. Pengendalian dan Pengawasan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 63/M-ND/PER/7/2014
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI

DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9

1.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,
perlu mengatur kembali pengendalian dan pengawasan
industri dan mutu minuman beralkohol;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan
Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4020);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41 /P Tahun 2014;
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11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri;

12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-
IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin
Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan
Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;

13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-
IND/PER/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan
Olahan Yang Baik;

15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M-
IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PENGEN-DALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN
MUTU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol
atau etanol (C2HS5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau
fermentasi tanpa destilasi.

Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang
dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara
sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta
dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau wupacara
keagamaan.
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3. Alkohol teknis adalah produk hasil fermentasi dengan kadar etanol di
atas 55 % (lima puluh lima persen), diklasifikasikan sebagai produk
yang tidak tara pangan (non food grade);

4. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol adalah Setiap Orang yang
melakukan  kegiatan usaha Industri Minuman Beralkohol yang
berkedudukan di Indonesia.

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.

7. Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional adalah kegiatan
membuat Minuman Beralkohol secara tradisional dan turun menurun
melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.

8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah izin
untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha
tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai.

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Perindustrian.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan
tugas dan fungsi pembinaan Industri Minuman Beralkohol
Kementerian Perindustrian.

11. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.

12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 2
Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5%
(lima persen);

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5% (lima
persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
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Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20% (dua
puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III
PERIZINAN INDUSTRI
Pasal 3

Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin
Usaha Industri

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 4

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memiliki Izin
Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat
melakukan perubahan, yang meliputi:

pindah lokasi;

perubahan kepemilikan;

perubahan golongan Minuman Beralkohol;
penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi;

perubahan nama perusahaan;

™o a0 TP

perubahan alamat lokasi pabrik; atau
g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
hanya dapat dilakukan terhadap golongan yang berkadar etil alkohol
atau etanol (C2HS50H) yang tinggi menjadi golongan yang berkadar etil
alkohol atau etanol (C2HS5OH) lebih rendah, yang secara keseluruhan
tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana yang tercantum
dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki.

Perluasan untuk penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan terhadap Perusahaan
Industri Minuman Beralkohol yang telah:

merealisasikan 100 % (seratus persen) lebih dari kapasitas produksi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki;

diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga independen yang
ditetapkan Direktur Jenderal; dan



